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MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS
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2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.

ABSTRAK

Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apasajakah yang menjadi tugas dan wewenang badan arbitrase nasional
Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis ?

2. Kendala apasajakah yang dapat menghambat tugas badan arbitrase
nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis di
indonesia ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsp-
prinsip hukum yang sistematika hukum, maka jenis penelitian ini tergolong
jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang tidak bemaksud
menguji suatu hipotesa. Penelitian ini hanya merupakan studi dokumen,
yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder berupa peraturan
perundang-undangan, teori hukum dan pendapat beberapa sarjana. Oleh
karena itulah sebabnya penulis menggunakan analisis secara kualitatif
(normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif hingga untuk
selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan, hingga disimpulkan sebagai berikut :
1. Yang Menjadi Tugas Dan Wewenang Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis, ialah
bertugas sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu
sebagai pihak ketiga (pihak netral) yang ditunjuk para pihak sebagai
juru pemisah atau "Organizing Body” sebagai fasilitator, dan wewenang
BANI dalam penyelesaian sengketa, yaitu sebagai forum penyelesaian
sengketa yang menyediakan jasa-jasa, seperti negosiasi, mediasi dan
konsiliasi, dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai peraturan dan
prosedur BANI, dan prosedur yang disepakati oleh para pihak (pemohon
dan termohon) yang berkepentingan. Seperti apa prosedur yang
dimaksudkan, antara lain yaitu, para pihak yang melakukan suatu




perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis membuat kesepakatan
penyelesaian sengketa bisnis ke BANI. Peran BANI bagi Pengadilan
Negeri ialah mengurangi tumpukan perkara di pengadilan.

. Kendala Yang Dapat Menghambat Tugas Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis, yaitu masih
minimnya ahli hukum yang berpengalaman dalam arbitrase, adanya
keterbatasan bahasa, adanya perbedaan peraturan arbitrase di setiap
negara, belum dikenalnya masalah arbitrase secara luas oleh
masyarakat. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul
dalam pelaksanaan arbitrase sebaiknya para pihak tersebut terlebih
dahulu mempelajari dan mempertimbangkan segala untung ruginya dan
memperluas pengetahuan tentang arbitrase sechingga hambatan-
hambatan yang ditimbulkan dapat diatasi.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh Negara mempengaruhi
seluruh bidang kehidupan, namun yang paling tampak dan terasa adalah
bidang [Ekonomi khususnya perdagangan, era ini ditandai dengan
lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun
pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang
terpinggirkan dalam dunia perdagangan. Majunya perdagangan dunia
disatu sisi memang memberikan satu dampak positif, maupun disisi lain
mampu memberikan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun
pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang
melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Sejak dahulu setiap masyarakat mengenal apa yang disebut dengan
perikatan, baik yang lahir karena Undang-Undang maupun karena suatu
perjanjian. Dengan terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian maka
para pihak harus melaksanakannya karena setiap perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka vyang

membuatnya.'’

Y Peranan Arbitrase dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis, Tahun 2010,,

http//blogspot.com/2010/16/peranan-arbitrase-dalam-menyelesaikan-sengketa-bisnis. html.




Memperhatikan kegiatan bisnis yang cukup padat setiap harinya,
mustahil hal itu dapat dielakan dari terjadinya sengketa. Apabila hal ini
dibiarkan atau lamban untuk diselesaikan akan membuat perkembangan
pembangunan ekonomi tidak efisien dan produktivitas akan menurun,
dunia bisnis menjadi tidak berkembang. Tambah lagi biaya produksi
lebih meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dicari solusi dan cara
penyelesaian sengketa yang cepat dan akurat. Maka dalam hal ini sistem
penyelesaian sengketa dengan menyesuaikan diri terhadap lajunya
perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa depan.

Selain itu penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan secara
konvensional melalui Litigasi Sistem Peradilan (Ordinary Court).

Penyelesaian perkara secara litigasi ini sudah cukup dikenal tidak
hanya di Indonesia, bahkan di Amerika dikenal dengan istilah ADR
(Alternatif Dispute Resolution) yang diantaranya meliputi negosiasi,
mediasi, dan arbitrase.

Akhirnya dapat dirumuskan beberapa cara yang dapat dilakukan
oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan vang
timbul, yaitu :

a. Melalui perjanjian informal;
b. Melalui konsiliasi:

c. Melalui arbitrase;




d. Melalui pengadilan.”’

Namun diantara berbagai anternatif penelesaian sengketa yang ada,
Arbitase yang dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan.
Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna
menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
mereka.

Adapun Pengertian arbitrase adalah pembelian dan penjualan secara
simultan atau barang yang sama didalam dua pasar atau lebih dengan
harapan akan memper oleh laba dengan perbedaan harganya.

Sedangkan menurut RU Arbitrase merupakan suatu bentuk
peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak dan
serta idtikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan
tersebut diselesaikan oleh Hakim yang mereka tunjuk dan mereka
angkat sendiri, dengan pegertia bahwa putusan yang diambil oleh hakim
tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi kedua
belah pihak untuk menyelesaikannya.

Arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang dapat disimpulkan
melalui Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 30 tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat terbaca

beberapa keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase

? Suyud Margono, 2004, ADR & ARBITRASE: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.
Ghalia Indonesia, Bogor, him. 12-15.
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dibandingkan dengan pranata peradilan. Keunggulan itu adalah sebagai

berikut :

1. Kerahasiaan sengleta para pihak terjamin ;

2. Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan

administratif ~ dapat dihindari ;

3. para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki latar
belakang vang cukup mengenai masalah yang disengkctakan, serta

jujur dan adil :

4. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian
masalahnya ;

5. para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase ;

Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai keunggulan
arbitrase. Menurut Prof. Subekti bagi dunia perdagangan atau bisnis,
penyelesaian sengketa lewat arbitrase atau perwasitan, mempunyai
beberapa keuntungan yaitu bahwa dapat dilakukan dengan cepat. oleh
para ahli, dan secara rahasia. Sementara HMN Purwosutjipto
mengemukakan arti pentingnya peradilan wasit (arbitrase) adalah:

1. Penyelesaian sengketa dapat dilakasanakan dengan cepat.
2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang
dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang

memuaskan para pihak.




3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.”

Dengan semua perbedaan paham, perselisihan pendapat,
pertentangan maupun sengketa bisnis yang sering terjadi, hal ini tidak
dapat dibiarkan berturut-turut dan harus diselesaikan secara memuaskan
bagai semua pihak, meskipun tiap-tiap masyarakan mempunyai cari
sendiri untuk menyelesaikannya baik secara yuridis maupun non yuridis,
namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara
universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa yang homogen., menguntungkan dan memberikan rasa aman
dan berkeadilan bagi para pihak, salah satu cara yang popular dewasa ini
adalah cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.

Dari beberapa hal yang penulis paparkan di atas, maka penulis
bermaksud lebih jauh menelitinya dalam bentuk karya ilmiah tentang
tugas dan wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) dalam
menyelesaikan sengketa bisnis. maka dengan maksud itulah penulis
berkeinginan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan
sengketa bisnis. sesuai dengan judul ;“TUGAS DAN WEWENANG
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM

MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS.”

) Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, him. 4-5.




B. Permasalahan
Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas penulis melihat
ada dua permasalahan pokok untuk dikaji lebih dalam, antara lain
sebagai berikut :
l. Apasajakah yang menjadi tugas dan wewenang badan arbitrase
nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis ?
2. Kendala apasajakah yang dapat menghambat tugas badan arbitrase
nasional Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan sengketa bisnis di

Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup terutama dititikberatkan pada permasalahan
tentang tugas dan wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(Bani) dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna baik secara
teoritis, praktis, serta berguna bagi diri penulis sendiri. Adapun
kegunaan secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum
khususnya ilmu hukum bisnis

Kemudian kegunaan secara praktis penelitian ini diharapkan akan
dapat digunakan sebagai tambahan informasi khususnya bagi ilmu

pengetahuan hukum bisnis. khusus pada bidang penyelesaian sengketa




bisnis di luar pengadilan dan sekaligus merupakan sumbangan
pemikiran yang penulis persembahkan sebagai pengabdian terhadap

almamater.

. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif atau disebut
Penelitian Hukum Doktriner yaitu, dimaksudkan untuk mempelajari
buku-buku dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan
Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis.

Tipologi penelitian ini adalah tergolong dalam tipologi deskriptif,
yaitu ingin melukiskan atau mengambarkan tentang sesuatu hal yang
berhubungan dengan Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis. Hal ini akan
dikaji secara mendalam untuk menjawab permasalahan sebagaimana
telah di kemukakan pada bagian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi perpustakaan,
meliputi bahan-bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer yaitu meliputi beberapa peraturan perundang-
rundangan yang berhubungan erat dengan permasalahan skripsi ini.
2. Bahan Hukum Skunder yaitu meliputi beberapa pendapat Sarjana

yang tertuang dalam Buku-buku, Karya-karya ilmiah dan lainnya.



3. Bahan Hukum Tersier yaitu meliputi sejara hidup dan beberapa
kamus.

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul yaitu dengan
cara menyusun, merapikan dan memberi penomoran sehingga siap
untuk di analisis.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode
“contents analysis” yaitu menganalisis isi atau makna dari Tulisan-
tulisan atau isi dari beberapa hal yang dianggap Relevan dalam
penelitian Hukum ini. Selanjutnya sebagai hasil analisis di kontruksikan

secara kualitatif pada bagian kesimpulan skripsi ini.



BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata arbitrare yang
berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut
kebijaksanaan.

Terdapat beberapa pengertian arbitrase yang didefinisikan oleh
para sarjana, di antaranya adalah sebagai berikut :

Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa arbitrase adalah
badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang
dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang
dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak
pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Negara merupakan kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam
perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi
sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum
perdata.

Subekti, menyatakan bahwa Arbitrase adalah suatu penyelesaian
atau pemutusan sengketa oleh seorang wasit atau para wasit yang

bedasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati
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keputusan yang akan diberikan oleh wasit atau para wasit yang mereka
pilih atau tunjuk tersebut.

Sudargo Gautama, menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara-cara
penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai
formalitas, cepat dalam memberikan keputusan. Karena dalam instansi
terakhir serta mengikat, vang mudah untuk dilaksanakan karena akan
ditaati para pihak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 ayat (1)
disebutkan bahwa

Arbitrase adalah cara suatu penyelesaian sengketa perdata di
luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa
arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa para pihak yang
dilakukan oleh wasit di luar lembaga peradilan bedasarkan kesepakatan,

baik sebelum atau sesuda terjadinya sengketa.‘”

B. Sejarah Arbitrase
Berkaitan dengan sejarah kapan munculnya, atau kapan mulai

dipergunakannya lembaga arbitrase, dalam catatan sejarah membuktikan

“ A Rahmat Rosyadi, 2002, Ngatino, Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum
Positif, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67-68.
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bahwa pada masa Mesir kuno. Yunani kuno, maupun pada masa
Romawi, arbitrase sudah dipergunakan. Di Inggeris, pada masa
pemerintahan Raja Edward IV (1483), atau jauh sebelum Arbitration
Act 1697 diundangkan, arbitrase sudah dikenal.”’

Sedangkan kebcradaan arbitrase di Indonesia diwakili oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) didirikan pada tahun 1977 atas
prakarsa tiga pakar hokum terkemuka, yaitu Prof. Soebekti, SH.,
Haryono Tjitrosoebono, SH., dan Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid. BANI
dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasihat yang
terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sector bisnis. BANI
berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di
Indonesia, termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar,
Palembang, Medan dan Batam.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk
bertindak secara otonomi serta independen dalam penegakan hukum dan
keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri,
termasuk batasan waktu dimana Majelis Arbitrase harus memberikan
putusan. Aturan ini dipergunakan dalam arbitrase domestic dan
internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI
memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30%

di antaranya adalah asing.

% Achmad Romsan, 2008, Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negoisasi,
Mediasi dan Arbitrase, Universitas Sriwijaya Press, Palembang, him. 104.
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Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU
Arbitrasc dan APS). Perkembangannya saat ini scjalan dengan arah
globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah
menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis
mereka. Selain karakteristik cepat, efisien, dan tuntas, arbitrase
menganut prinsip win-win solution, serta tidak bertele-tele karena tidak
ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur
karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah
putusannya serta merta (fina/) dan mengikat (banding), selain sifatnya
Yang rahasia (confidential) karena proses persidangan dan putusan
arbitrase tidak dipublikasikan.

Berdasarkan asas timbale balik putusan arbitrase asing yang
melibatkan perusahaan asing, dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian
pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing,

akan dapat dilaksanakan di luar negeri.”

C. Sumber Hukum Arbitrase
Pada masa kolonial Belanda sebelum Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

" Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Pustaka Yustisia,
Jakarta, hlm. 49,
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diberlakukan sebagai sumber hukum positif bagi penyelenggaraan
arbitrase dan alternative penyeclesaian sengketa terhadap berbagai
sumber hukum vang mengaturnya’

Sekadar untuk mengetahui dan menambah wawasan yang berkaitan
dengan perkembangan sumber hukum arbitrase pada masa kolonial
sampai dengan sekarang, maka di bawah ini disampaikan beberapa
sumber hukum arbitrase yang pernah berlaku. “Hal ini didasarkan Pada
Suatu asumsi bahwa di kalangan praktisi hukum, apalagi di kalangan
masyarakat awan, masih banyak yang tidak mengetahui rujukan
ketentuan yang menyangkut arbitrase dalam tata hukum Indonesia.

Sumber-sumber hukum arbitrase, yaitu :

1. Pasal 377 HIR
Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het

Herziene Indonesich Reglement/HIR, Staatsblad 1941: 44) dan

Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura

(Rechtsreglement Buistengewesten/RBG, Staatblad 1927: 227),

menyatakan bahwa jika orang Indonesia dan orang Timur Asing

menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka
mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku
bagi bangsa Eropa.

Pasal 377 HIR tersebut menjadi dasar keberadaan arbitrase

dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga dalam paraktek hukum
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pasal ini menjadi landasan hukumnya. Oleh karena itu, pasal ini
menegaskan hal-hal sebagai berikut :
a. Pihak-pihak yang bersangkutan diperbolehkan menyelesaaikan
sengketa melalui juru pisah atau arbitrase.
b. Arbitrase  diberi fungsi  dan  kewenangan  untuk
menyelesaikannya dalam bentuk keputusan.
¢. Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter “wajib™ tunduk
menurut peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau
golongan Eropa.
2. Pasal 615 — Pasal 651 Rv
Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa para pihak ternyata
Pasal 377 HIR dan Pasal 307 RBG mengalami kekurangan dalam
prakteknya karena keduanya tidak memuat aturan lebih lanjut
tentang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan ini, Pasal 377 HIR
atau Pasal 307 RBG langsung menunjuk pasal-pasal arbitrase yang
yang terdapat dalam Reglemen Hukum Acara Perdata (Reglement
op de Burgerlijke Rechtsvordering/Rv Staatblad 1847-52 jo 1849-
63). Secara jelas terbaca dalam kalimat “wajib memenuhi peraturan
pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa™.
Dapat diketahui dalam buku ketigas Reglemen Hukum Acara
Perdata tentang Aneka Acara, pada BAB 1 diatur ketentuan

mengenai putusan wasit (arbitrase) yang terdiri atas pasal 615 -
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Pasal 651 Rv. Pasal-pasal inilah sebagai landasan hukum arbitrase
sejak masa kolonial sampai sekarang, baik untuk penduduk
golongan Bmiputera, Timur asing maupun Eropa. Sebagai pedoman
umum aturan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata
meliputi 5 (lima) bagian pokok berikut :
a. Bagian pertama (Pasal 615 - Pasal 623) : Persetujuan arbitrase
dan pengangkatan arbiter.
b. Bagian kedua (Pasal 624 - Pasal 630) : Pemeriksaan di muka
badan arbitrase.
c. Bagian ketiga (Pasal 631 - Pasal 6400) : Putusan arbitrase.
d. Bagian keempat (641 - Pasal 647) : Upaya-upaya terhadap
putusan arbitrase.
¢. Bagian kelima (Pasal 647 - Pasal 651) : Berakhirnya acara-acara
arbitrase.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Dasar diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat
berpijak pada penjelesan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tenteang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang menyatakan bahwa penyelesain perkara di luar
pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage)

tetap diperbolehkan. Walaupun demikian, putusan arbitrase hanya
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mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau
perintah untuk dieksekusi (exsecutoir) dari pengadilan.

Tampaknya penggunaan Pasal 615 Reglemen Acara Perdata
(Reglemen of de rechtsvordering, staatblad 1847: 52). Pasal 377
Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch
reglemen Staatblad 1941: 44), dan Pasal 705 Reglemen acara untuk
luar Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Buitengewesten,
Staatblad 1927: 227) sebagai pedoman arbitrase dianggap sudah
tidak memadai lagi dengan kondisi ketentuan dagang yang bersifat
internasioanl. Peninjauan kembali pengaturan mengenai arbitrase
sudah merupakan condition sine qua non dan perlu perubahan
secara substantive dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase
yang berlaku sejak zaman kolonial.

Dengan di sahkan dan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif Penyelesaian
sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999, dalam BAB XI
KETENTUAN PENUTUP, melalui Pasal 81 disebutkan bahwa pada
saat undang-undang ini berlaku. Ketentuan mengenai arbitrase
sebagaimana dimaksud pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651
Reglemen Acara Perdata (Reglement of de Rechtsviordering.
Staatblad 1847: 52) dan pasal 377 Reglemen Indonesia yang

Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement. Staatblad
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1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa
dan Madura (Rechtsreglement, Staatblad 1927: 227), dinyatakan

tidak berlaku.”

D. Jenis-jenis Arbitrase
Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri dari dua macam sebagai berikut :
1. Arbitrase Ad-Hoc

Menurut Yahya [Harahap, pengertian arbitrase ad-hoc adalah
arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu. Oleh karena itu keberadaan arbitrase ad-hoc
ini bersifat incidental. Dan apabila sengketa telah diputus, arbitrase
ad-hoc tersebut menjadi berakhir.

Arbitrase ad-hoc dilaksanakan oleh para pihak bedasarkan
klausal pactum de commpromittendo atau fakta compromise. Pada
kalausal ini dicantumkan bahwa apabila terjadi perselisihan, para
pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
secara arbitrasec yang berdiri sendiri. Dalam arti, arbitrase yang
dilakukan berada di luar institusi arbitrase yakni dengan hanya
menunjuk satu orang arbiter yang disepakati oleh para pihak untuk
menyelesaikan sengketa.

2. Arbitrase Institusional

" Gatot Soemartono, Op. Cit, him. 69-71.
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Jenis arbitrase kedua. yaitu arbitrase Institusional. Menurut
M. Yahya Harahap. arbitrase institusional sengaja didirikan untuk
menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang
menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini
merupakan suatu wadah yang sengaja didirikan untuk penampung
perselisithan yang timbul dari perjanjian. Suyud Margono
mengatakan bahwa arbitrase institusional (institusional arbitration)
merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen
sehingga disebut “permanent arbitral body ™.

Lembaga arbitrase Yang bersifat permanen dan didirikan
secara resmi yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai
lembaga yang bergerak di bidang penyelesaian perselisihan di luar
pengadilan. Lembaga ini tidak secara otomatis bubar setelah
sengketa yang ditangani telah diputus. Arbitrase institusional terdiri
dari beberapa jenis sebagai berikut :

- Arbitrase Institusional Nasional

Lembaga arbitrase yang sengaja didirikan dengan bertujuan
untuk kepentingan suatu bangsa atau negara dan hanya memiliki
yurisdiksi di wilayah bangsa atau Negara. Meskipun ruang lingkup
dari badan arbitrase ini hanya mencakup suatu wilayah atau bangsa,

tidak tertutup kemungkinan bahwa lembaga ini juga dapat
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menangani sengketa yang bersifat internasional selama para pihak
menghendaki hal tersebut.
Beberapa arbitrase Insititusional yang bersifat nasional yang
ada di luar wilayah Indonesia sebagai berikut :
a. The Japan Commercial Arbitration Association.
b. The Netherlands Arbitrage Institute.
c. The American Arbitration Association
- Arbitrase Institusional Internasional
Lembaga arbitrase yang menangani sengketa terhadap
masalah tertentu dengan para pihak adalah pihak yang berbeda
kewarganegaraan.
Beberapa arbitrase internasional tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Internasional chamber of Commerce (ICC).
b. Internasional Center For Settlement of Investment Disputes
(ICSID).
c. United Nations Commision on Internasional Trade Law
(UNCITRAL).
- Arbitrase Institusional Regional
Lembaga arbitrase yang menangani sengketa untuk wilayah
Atau kawasan tertentu. Arbitrase jenis ini didirikan dengan dasar

bahwa negara ketiga/negara berkembang, sering dalam posisi yang
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lemah karena arbitrase yang bersifat Internasional pada umumnya,
dianggap lebih memihak kepada negara maju (dalam hal terjadi
sengketa antara pihak negara maju dan pihak negara berkembang).
Untuk wilayah regional, lembaga arbitrase yang dikenal adalah Asia-

Africa Legal Consultative Commette (AALCC).»

E. Kelemahan Arbitrase

Namun demikian, arbitrase juga memiliki kelemahan yang antara lain
sebagai
berikut:

a. Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan
membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak
yangmerupakan perusahaan-perusahaan yang bonafide harus
sepakat. Seringkaliuntuk dapat mencapai kesepakatan atau
persetujuan itu kadang-kadang sulit arbitrase mana yang akan
dipilih: Arbitrase InternasionalChamber of Commerce di Paris;
American Arbitration Association di Amerika Serikat:Arbitrase
[CSID: London Court of Arbitration; atau Badan Arbitrase Nasional

Indonesia.

® Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan, .. .-

Visimedia, Jakarta, hlm. 97-98. ;
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b. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrse asing. Dewasa ini di
banyak negara, masalah pengakuan dan pelaksanaan keputusan
arbitrase asing masihmenjadi soal yang sulit.

c. Telah dimaklumi dalam arbitrase tidak selalu ada keterikatan
kepadaputusan-putusan (yurisprudensi) arbitrase sebelumnya. Jadi
putusan setiapsengketa yang telah diambil sepertinya dibuang begitu
saja, meskipun didalam putusan tersebut mengandung argumentasi
para ahli-ahli hukumkenamaan/terkemuka. Karena tidak berlakunya
preseden ini, maka logis kemungkinan timbulnya Kkeputusan-
keputusan yang saling berlawanan. Artinya fleksibilitas di dalam
mengeluarkan keputusan tergantung dari kenyataan dan kehendak
para pihak.

d. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif
terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan
adanya konsep dansystem hukum yang berbeda dengan yang ada di
setiap negara. Konseparbitrase di negara-negara Anglo Saxon akan
berbeda dengan vang ada dinegara-negara Kontinental. Kedua
konsep inipun saling berbeda dengankonsep yang ada di negara-
negara sosialis. Lagi pula sistem arbitrase ditiapnegara berbeda yang
masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan strukturhukum masing-

masing.
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e. Putusan arbitrase sclalu tergantung kepada kemampuan teknis arbiter
untuk memberikeputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa
keadilanpara pihak.

f. Arbitrase mungkin tidak cocok untuk tuntutan yang terdiri dari

berbagai
pihak.

g. Perlu mendapat perintah pengadilan untuk melaksanakannya,
bilamana ada pihak, terutama yang kalah tidak mau melaksanakan
putusan arbitrasetersebut.

h. Klausula dan keputusan Arbitrase bisa dijadikan subyek litigasi.”
Sedangkan menurut Much Basarah (2011:45) arbitrase memiliki

kelemahan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang
bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak
harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk dapat mencapai
kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.

2. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau
keterikatan kepada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka
adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan

yang saling berlawanan (conficting decisions).

? http://www.scribd.com/doc/36330889/Tugas-ARBITRASE


http://www.scribd.com/doc/36330889/Tugas-ARBITRASE
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3. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif
terhadap semua sengketa hukum.

4. Keputusan arbiter selalu bergantung kepada bagaimana
mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak.
Karena hal ini pula timbul adanya pernyataan popular tentang
arbitrase ini. yaitu : “an arbitration is a good as arbitrators”.

5. Menurut Komar Kantaatmadja ternyata arbitrase pun dapat
berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi,

terutama dalam hal arbitrase luar negeri.lo’

' Moch Basarah, 2011, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa, Genta Publishing,
Bandung, him. 45



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis
Berkembangnya bentuk bisnis di Indonesia. Membawa konsekuensi
lain bagi bisnis itu sendiri, yaitu harapan untuk dapat menyelesaikan
setiap sengketa yang mungkin timbul dengan cepat, murah, dan sebaik-
baiknya. Dengan pengertian penyelesaian sengketa tersebut tidak
mengganggu iklim bisnis antara para pihak yang bersengketa/ olch
karenanya dunia bisnis modern berpaling kepada Alternatif Dispute
Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai
penyelesaian sengketa alternatif karena keperluan bisnis modern
menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat
iklim bisnis.""

Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa antara satu negara
dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan
kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan
infrastruktur (teknologi dan transportasi) dari negara yang bersangkutan.

Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor

pendorongnya. yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai

'Y Ibid, him. 1

24




25

penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat
dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum, serta sinergi dari
kedua faktor pendorong tersebut.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang baru
berkembang dan dikembangkan seiring dengan kemajuan transaksi
komersial (kebutuhan pelaku usaha), meskipun mungkin secara histories
sudah muncul lebih dahulu dari pada institusi pengadilan bentukan
negara. Di Indonesia praktek arbitrase sudah dikenal sebelum perang
dunia II namun masih jarang dipakai karena kurangnya pemahaman
masyarakat dan tidak ada keyakinan tentang manfaatnya.'”

Selama ini boleh dikatakan orang lebih mengenal peradilan sebagai
pranata yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atara
para pihak yang berselisih. Namum sesungguhnya jika kita buka lagi
lembaran sejarah hukum di Indonesia, akan kita temui bahwa pranata
arbitrase sesungguhnya telah dikenal sejak tahun 1849, yaitu sejak
Pemerintahan Hindia Belanda memberlakukan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Perdata. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa
melalui pranata arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 sampai dengan 651
R.v. tersebut. Dalam pasal-pasal tersebut dapat kita temui apa,
bagaimana. ruang lingkup dan kewenangan serta fungsi arbitrase dalam

menyelesaikan sengketa vang diajukan ke hadapannya. Menumpuknya

'Y R. Subekti, 2008, Hukum Acara Perdata, Bina cipta, Jakarta, him. 20. P
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perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
tampaknya harus membuat kita mencoba untuk lebih menghidupkan
kembali pranata Arbitrase ini."”

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah
globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah
menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis
mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase
menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak
ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur,
karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah
putusannya yang serta merta (final) dan mengikat (binding), selain
sifatnya yang rahasia (confidential) di mana proses persidangan dan
putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Berdasarkan asas timbal balik

putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat

dilaksanakan di Indonesia, demikian pula putusan arbitrase Indonesia

') Gunawan Widjaja, 2000, Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT Grafindo Persada,
Jakarta, hlm. 9-10.




yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar
negeri.'"

Adapun  Tugas dan Wewenang Badan Arbitrasc Nasional
Indonesia (BANI) Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis adalah
sebagai berikut :

Arbitrasc sebagai salah satu lembaga penyelcsaian sengketa para
pihak mempunyai kewenangan tertentu. Maksudnya, apakah persetujuan
yang memuat perjanjian arbitrase, baik dalam bentuk pactum de
compromittendo maupun akta kompromis, dapat mengesampingkan
kompetensi pengadilan.

Terhadap permasalahan ini berkembang 2 (dua) aliran. Pertama
yang mengatakan bahwa klausula arbitrase: bukan publik orde, seperti
tercantum dalam putusan NR 8 Januari 1925 yang memuat putusan
sebagai berikut :

1. Suatu klausula arbitrase berkaitan dengan niet van openbaar orde
(bukan ketertiban umum).

2. Sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase
dapat diajukan ke pengadilan perdata.

3. Pengadilan tetap berwenang mengadili sepanjang pihak lawan tidak

mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase.

" hutp:/rwww. bani-arb. org/bani_main_ind htm!
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4. Dengan tidak adanya eksepsi yang diajukan, pihak lawan dianggap
tetap “melepaskan™ haknya atas klausula arbitrase dimaksud.

Eksepsi atau tangkisan klausula arbitrase baru diajukan dalam
rekovensi. Tertugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula
arbitrase dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk
pada yurisdiksi pengadilan.'”

Dengan demikian aliran ini berpendapat bahwa arbitrase tidak
bersifat absolute. Klausa tersebut harus dipertahankan para pihak
sechingga akan tetap mengikat. Apabila sengketa yang timbul dari
perjanjian yang mengandung klausul arbitrase diajukan salah satu pihak
ke pengadilan, pengadilan berwenang mengadili. Kewenangan baru
gugur apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi akan adanya klausul
arbitrase. '®

Kedua, yang mengatakan bahwa klausula arbitrase : pacta sunt
servanda. Aliran ini bertitik tolak dari doktrin yang mengajarkan bahwa
semua persetujuan yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang
bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap persetujuan hanya dapat gugur
(ditarik kembali) atas kesepakatan bersama para pihak.

Asas pacta sunt servanda secara positif terdapat pada Pasal 1338

KUH Perdata yang menyebutkan bahwa :

") Sudargo Gautama, 1996, Arbitrase dan Mediasi (Hak Milik Intelektual) WIPO, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 96.
') Suyut Margono, Op. Cit, him 126.
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maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan
BANI berdasarkan peratura, tersebut, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para
pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
undang yang Dbersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.
Kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara para
pihak, sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat ditempuh
sebelum sengketa terjadi (pactum de compromittendo) atau sesudah
sengketa terjadi (acte compromise).
. Prosedur yang Berlaku

Peraturan prosedur ini Dberlaku terhadap arbitrase yang
diselenggarakan oleh BANI. Peraturan prosedur yang berlaku di
BANI dapat dijabarkan secara lebih detail sebagai berikut :
a. Ketentuan-ketentuan Umum

Kecuali secara khusus ditentukan lain. istilah-istilah di bawah

ini mempunyai arti sebagai berikut :

1) Majelis arbitrase BANI atau “Majelis”, baik dalam huruf besar
maupun huruf kecil adalah majelis yang dibentuk menurut
prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter;

2) Putusan, baik dalam huruf besar maupun huruf kecil adalah
tiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI,

baik putusan sela maupun putusan akhir/final dan mengikat;



3) BANI adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

4) Dewan adalah Badan Pengurus BANI;

5) Ketua adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan
apabila jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua
Majelis Arbitrase. Ketua BANI dapat menunjuk Wakil Ketua
atau Anggota Badan Pengurus yang lain untuk melaksanakan
tugas-tugas Ketua, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk satu
atau lebih arbiter

6) Pemohon berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon
atau para pihak yang mengajukan permohonan arbitrase;

7) Undang-undang berarti dan menunjuk pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

8) Termohon berarti dan menunjuk pada satu atau lebih termohon
atau para pihak terhadap siapa permohonan arbitrase
ditujukan;

9) Para pihak berarti pemohon dan termohon;

10)Peraturan prosedur berarti dan menunjuk pada ketentuan-
ketentuan peraturan prosedur BANI yang berlaku pada saat
dimulainya penyelenggaraan arbitrase, dengan mengindahkan

adanya kesepakatan tertentu yang mungkin dibuat para pihak




yang bersangkutan yang satu dan lain dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 1;

11)Sekretariat berarti dan menunjuk pada organ administratif
BANI yang bertanggung jawab pada hal pendaftaran
permohonan arbitrase dan hal-hal lain yang bersifat
administraif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;

12)Sekretaris Majelis berarti dan menunjuk pada sekretaris
majelis yang ditunjuk oleh BANI untuk membantu
administrasi penyelenggaraan arbitrase bersangkutan; dan

13)Tulisan, baik dibuat dalam huruf besar maupun huruf kecil
adalah dokumen-dokumen yang dibuat dan atau dikirimkan
secara elektronis. yang meliputi tidak saja perjanjian-
perjanjian, tetapi juga pertukaran korespondensi, catatan-
catatan rapat, telex, telefax, e-mail, dan bentuk-bentuk
komunikasi lainnya yang demikian, dan tidak boleh ada
perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan, dan
instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan
secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa hal-
hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronis.

b. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis, dan Batasan Waktu

1) Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan
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3)
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Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan
disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan
seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada
Sekretariat BANI untuk didaftarkan dengan jumlah salinan
yang cukup untuk memungkinkan BANI memberikan satu
salinan kepada masing-masing pihak, arbiter yang
bersangkutan, dan untuk disimpan di sekretariat BANI.
Komunikasi dengan Majelis

Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak
tidak boleh melakukan komunikasi dengan satu atau lebih
arbiter dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan
permohonan arbitrase yang bersangkutan, kecuali (i) dihadiri
juga oleh atau disertai pihak lainnya dalam hal berlangsung
komunikasi lisan: (ii) disertai suatu salinan yang secara
bersamaan dikirimkan ke para pihak atau pihak-pihak lainnya
dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi tertulis).
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan
berdasarkan pemberitahuan prosedur ini, kecuali Majelis
menginstruksikan lain, harus disampaikan langsung melalui

kurir, faksimili atau email. dan dianggap berlaku pada tanggal
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diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat
ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.
Perhitungan waktu

Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan
prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan,
dimulai pada setelah tanggal di mana pemberitahuan atau
komunikasi dianggap berlaku.
Hari-hari kalender

Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam
peraturan prosedur ini menunjuk kepada hari-hari dalam
kalender.
Penyelesaian cepat

Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada
BANI sesuai peraturan prosedur ini maka semua pihak
sepakat bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan dengan
iktikad baik secepat mungkin dan bahwa tidak akan ditunda
atau adanya langkah-langkah lain yang dapat menghambat
proses arbitrase yang lancar dan adil.
Perwakilan Para Pihak
(a) Para pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa

olch seseorang atau orang-orang yang dipilih. Dalam

pengajuan pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase
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Pemohon dan demikian pula dalam Jawaban Termohon
Atas Permohonan tersebut, masing-masing pihak harus
mencantumkan nama, data alamat, dan Kketerangan-
keterangan, serta kedudukan setiap orang yang mewakili
pihak yang bersengketa, dan harus disertai dengan surat
kuasa khusus asli bermaterai cukup serta dibuat salinan
yang cukup.

(b) Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh
penasihat asing atau penasihat hukum asing dalam suatu
perkara arbitrase mengenai sengketa yang tunduk kepada
hukum Indonesia maka penasihat asing atau penasihat
hukum asing dapat hadir hanya apabila didampingi
penasihat atau penasihat hukum Indonesia.

c. Dimulainya Arbitrase: Permohonan Arbitrase
1) Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan
penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai
proses arbittrase (pemohon) pada Sekretariat BANI.
2) Penunjukan arbiter

Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban

Termohon atas Permohonan tersebut termohon dapat

menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan

tersebut kepada Ketua BANI.
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3) Biaya-biaya
Permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya
pendaftaran dan biaya administrasi meliputi biaya
administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara, dan biaya
arbiter seta biaya Sekretaris Majelis. Apabila pihak ketiga
diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri
dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, seperti
yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 maka pihak ketiga tersebut wajib membayar
biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan
dengan keikutsertaannya tersebut.

4) Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum
biaya administrasi dilunasi oleh para pihak, sesuai ketentuan
BANIL

d. Pendaftaran

1) Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-
dokumen, serta biaya pendaftaran yang disyaratkan,
sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam register
BANIL

2) Badan Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut

untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul




(9%
3

arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar
kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.
e. Tanggapan Termohon

1) Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI
berwenang memerika maka setelah pendaftaran permohonan
tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk
untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase
tersebut.

2) Sekretaris harus menyampaikan suatu salinan permohonan
arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada
termohon, dan meminta termohon untuk menyampaikan
tanggapan tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari.

f. Tanggapan

Dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah menerima

penyampaian ~ permohonan  arbitrase, = termohon  wajib

menyampaikan jawaban. Dalam jawaban itu, termohon dapat
menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan itu
kepada Ketua BANI.

g. Perpanjangan Waktu

Ketua BANI berwenang atas permohonan termohon,

memperpanjang waktu pengajuan jawaban dan atau penunjukan

arbiter oleh termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan
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ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh

melebihi empat belas hari.

h. Pemeriksaan Arbitrase

1))

2)

Kewenangan Majelis

Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang berlaku, Majelis Arbitrase akan memeriksa
dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan
karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang
dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan
pengambilan keputusan atas sengketa dimaksud. Upaya
perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu
pemeriksaan di persidangan.

Kerahasiaan

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan
segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter,
termasuk  dokumen-dokumen, laporan/catatan  sidang,
keterangan-keterangan saksi, serta putusan-putusan, harus
dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter, dan
BANI. kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal
tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang

bersengketa.
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3) Dasar Keadilan
Sesuai dengan ketentuan peraturan prosedur ini dan hukum
yang berlaku, Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan
arbilrase dengan cara yang dapat dianggap benar, dengan
Ketentuan para pihak diperlukan dengan persamaan hak dan
diberi kesempatan yang patut serta sama pada setiap tahap
pemeriksaan perkara.

4) Tempat Sidang
Persidangan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh
BANI dan kesepakatan para pihak namun dapat pula di
tempat lain jika dianggap perlu oleh majelis dengan
kesepakatan para pihak.

i. Bahasa

1) Bahasa pemeriksaan
Dalam bhal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses
pemeriksaan  perkara  diselenggarakan dalam  bahasa
Indonesia, kecuali dan apabila majelis dengan menimbang
keadaan (seperti adanya pihak-pihak asing yang tidak dapat
berbahasa Indonesia, dan atau dimana transaksi yang
menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain),
mengangap perlu digunakannya bahasa Ingris dan atau bahasa

lainnya.
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Bahasa Dokumen

Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar olch
para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam
bahasa selain bahasa Indonesia maka majelis berhak untuk
menentukan dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus
disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa
Indonesia ke bahasa lain.

Penerjemah

Apabila majelis dan atau masing-masing pihak memerlukan
bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus
disediakan oleh BANI atas permintaan majelis, dan biaya
penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berpekara,
sesuai dengan yang ditetapkan oleh majelis.

Bahasa Putusan

Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila
diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh
majelis, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya.
Dalam hal naskah asli putusan dibuat dalam bahasa Inggris
atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan
oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran, dan biaya
untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan

penetapan majelis.
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Hukum yang Mengatur

Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang
dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang
menimbulkan sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para
pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang
mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku
berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu
tidak ada, majelis berhak menentukan ketentuan-ketentuan
hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan
keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya.
Ketentuan-ketentuan Kontrak

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, majelis harus
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan
bisnis yang bersangkutan.

Ex Aequo et Bono

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat
amicable compositewr dan atau memutuskan secara ex aequo
et bono apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan
mengenai hal itu.

Yurisdiksi

(a) Kompetensi
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Majelis berhak menyatakan keberatan dengan pernyataan
bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang
berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian
arbitrase jika tersapat alasan untuk itu.
(b) Klausul Arbitrase Independen
Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu
perjanjian dimana klausul arbitrase merupakan bagian.
Suatu klausul arbitrase merupakan bagian dari suatu
perjanjian, harus diperlukan sebagai suatu perjanjian
terpisah dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian
yang bersangkutan.
Batas Waktu Bantahan
Suatu dalih berupa bantuan bahwa majelis tidak berwenang harus
dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau
dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian
dalam hal jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau
upaya penyelesaian tersebut.
Putusan Sela
Dalam keadaan yang biasa. majelis akan menetapkan putusan
yvang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu putusan sela.

Namun. apabila dipandang perlu, majelis dapat melanjutkan
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proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan

akhir.

Dokumen-dokumen dan Penetapan-penctapan

1

2)

3)

4)

Prosedur Persidangan

Setelah menerima berkas perkara, majelis harus menentukan
atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan
berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil
para pihak untuk datang pada persidangan.
Penetapan-penetapan Prosedural

Majelis nerdasarkan ketentuan-ketentuan ini berhak penuh
menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan
yang dianggap perlu, di mana penetapan-penetapan tersebut
mengikat para pihak.

Catatan

Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat catatan
sendiri  mengenai pemeriksaan atau sebagian dari
pemeriksaan, atas persetujuan majelis, pihak yang
bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau
sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan
menyampaikan catatannya kepada majelis untuk diteruskan
kepada para pihak.

Biaya harus Dibayar

o,
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Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan
dilangsungkan sebelum biaya-biaya arbitrase, sebagaimana
diberitahukan oleh sekretariat kepada para pihak berdasarkan
besarnya skala dari tuntutan dan daftar biaya dari waktu
kewaktu diumumkan oleh BANI, telah dibayar lunas oleh
salah satu atau kedua belah pihak.
Putusan Scla
Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela
vang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian
sengketa bersangkutan, termasuk menetapkan putusan tentang
sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak
ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan
lama.
Sanksi-sanksi
Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau
menolak untuk menaati  aturan yang dibuatnya, atau
scbaliknya, melakukan tindakan yang menghambat proses
pemeriksaan sengketa oleh majelis.
Upaya Mencari Penyelesaian Damai
(a) Penyelesaian Damai

Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para

pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya
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para pihak sendiri maupun dengan bantuan mediator atau
pihak Kketiga lainnya yang independen. atau dengan
bantuan majelis jika disepakati oleh para pihak.

(b) Putusan Persetujuan Damai
Apabila suatu penyelesaian damai dapat dicapai, majelis
akan menyiapkan suatu mecmorandum  mengenai
persetujuan damai tersebut secara tertulis yang dimiliki
kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

(c) Kegagalan Penyclesaian Secara Damai
Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, majelis
akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan ini.

m. Bukti dan Persidangan
1) Beban Pembuktian

Suatu pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing untuk

mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk

membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau

jawaban.

2) Ringkasan Bukti-bukti
Majelis dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak
untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-

dokumen yang dianggap perlu.
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Bobot Pembuktian

Majciis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima,
relevan, dan menyangkut materi permasaiahan, serta memiliki
kekuatan bukti.

Saksi-saksi

Apabila majelis menganggap perlu dan atau atas permintaan
masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang
berkaitan dengan fakta-fakta dapat dipanggil.

Biaya Para Saksi

Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau saksi
ahli harus membayar di muka seluruh ongkos yang diperlukan
berhubung dengan kehadiran saksi tersebut.

Sumpah

Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau
saksi-saksi ahli tersebut dapat diminta untuk diambil
sumpahnya atau mengucapkan janji.

Penutupan Persidangan

Jika pengajuan bukti, kesaksian, dan persidangan telah
dianggap cukup oleh majelis maka persidangan mengenai
sengketa tersebut ditutup oleh Ketua Majelis yang kemudian

dapat menentapkan suatu sidang untuk penyampaian putusan

akhir.




9) Putusan

Majelis wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu
paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan,
kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu
tersebut perlu diperpanjang. Selain menetapkan putusan akhir,
majeiis  juga  berhak  menectapkan  putusan-putusan
pendahuluan. sela. atau putusan-putusan parsial.

Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak
terdapat kesepakatan mayoritas dan apabila majelis
menguasakan untuk hal tersebut, ketua majelis dapat
memutuskan atau mempertimbangkan sendiri.

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para
pihak menjamin akan langsung melaksanakan putusan
tersebut. majelis menetapkan suatu batas waktu bagi pihak
yang kalah untuk melaksanakan putusan, di mana dalam
putusan majelis dapat menetapkan sanksi dan atau denda
dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam
melaksanakan putusan itu.

Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah
pendaftaran putusan pada Pengadilan Negeri ataupun

pengajuannya ke Pengadilan Negeri di mana pun, dimana
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pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan atau
cksekusi putusan tersebut .V

Bedasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
adalah menangani masalah keperdataan yang bersifat khusus,
yakni bidang perdagangan, bidang industri, dan keuangan.
UU No. 30 Tahun 1999 Nomor 138 dan menjadi dasar hukum

dari arbitrase di Indonesia hingga saat ini.'”

B. Hambatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam

Menyelesaikan Sengketa Bisnis

Arbitrase di Indonesia berkembang sejak tahun 1977 dengan
dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI ) atas prakarsa
Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Perkembangan dalam praktek
arbitrase terdiri atas dua jalur. yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase
Institusional. Dalam arbitrase ad hoc, para pihak menyerahkan
penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang yang
bukan lembaga arbitrase untuk diputuskan. Arbitrase Institusional
adalah proses penyelesaian sengketa yang keputusannya ditetapkan oleh

satu atau beberapa orang dari lembaga arbitrase.

' Khotibul Umam, Op.Cit.him. 50-61.
") Jimmy Joses Sembiring, Op.Cit.hlm. 61.
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Perkembangan Arbitrase di Indonesia hingga saat ini tidaklah
mengembirakan. Arbitrase secra umum tidak berjalan dengan baik dan
efektif. Laporan ELIPS Project merangkumkan berbagai alasan kenapa
arbitrase tidak berjalan dengan baik atau mengalami hambatan-
hambatan di Indonesia. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan umum, informasi masyarakat tentang
arbitrase serta perhatian terhadap konsep dan keuntungannya.

2. Kekhawatiran bahwa putusan arbitrase di Indonesia tidak dapat
dieksekusi melalui pengadilan

3. Keberadaan ketentuan mengenai arbitrase tidak memberikan jaminan
berlakunya perjanjian arbitrase dan akibat putusan arbitrase.

4. Panel arbitrase BANI hanya terdiri atas orang Indonesia sehingga
terdapat kemungkinan mendapat tekanan secara politik atas
ekonomi.

Investasi asing dan perdagangan Internasional banyak terjadi
belakangan ini dan semakin bertambah pada abad 21. Hal ini makin
menambah pentingnya jasa juru runding dan arbitrase profesional untuk
berkembang di Indonesia. Dengan di bukanya pasar Dunia di Indonesia,
tidak tertutup kemungkinan masuknya tenaga mediataor/arbiter
profesional dari luar negeri. Untuk itu diperlukan pengembangan profesi
dengan pembentukan asosiasi profesi arbiter. Apabila Indonesia tidak

mempersiapkan diri dengan pengembangan profesi ini, tenaga
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mediator/arbiter Indonesia akan tertinggal dan mempunyai daya saing
yang rendah di negeri sendiri.’”

Adapun keterangan/informasi bahwa faktor yang menyebabkan
Arbitrase kurang berkembang sehingga perannya tidak bisa optimal
disebabkan oleh :

1. Kurangnya Sosialisasi

Pendirian BAN] bukanlah untuk tujuan komersial, melainkan
untuk memfasilitasi para pengusaha dan pelaku bisnis dalam
menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan. BANI sendiri
mengakui bahwa keberadaannya belum begitu berkembang di
Indonesia. Jumlah sengketa yang masuk juga belum memberikan
kepuasan bagi BANI. Selama ini BANI memang kurang intensif
dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal fungsi dan
kedudukannya. BANI, khususnya daerah perwakilan Bandung dalam
melakukan sosialisasi dilakukan dengan cara menggelar seminar dan
workshop. Itu pun dilakukan atas kerjasama dengan badan-badan
pemerintah atau badan swasta bahkan dengan perguruan tinggi.
Sosialisasi sendiri sebenarnya sudah menjadi agenda rutin tahunan
dari BANI. Dalam satu tahun minimal BANI menggelar satu kali
seminar yang diselenggarakan atas prakarsa BANI, namun

tidak menutup kemungkinan BANI mendapat permohonan dari

* Suyud Margono, Op.Cit. him. 17-18
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instansi untuk mengisi acara tertentu dan biasanya dalam kesempatan
ini, BANI memanfaatkan untuk sckaligus mensosialisasikan arbitrase
dan kedudukan BANI kepada masyarakat.
. Persepsi masyarakat terhadap Arbitrase

Titik balik Arbitrase di Indonesia terjadi pada tahun 1999 yakni
dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masyarakat bisnis di
Indonesia sudah banyak yang mengetahui apa Arbitrase itu, namun
demikian tidak sedikit masyarakat yang kurang mengerti. Masyarakat
yang kurang mengerti biasanya adalah masyarakat awam yang tidak
berkecimpung dalam dunia bisnis. Bagi masyarakat vang bergelut
dengan bisnis atau usaha yang bersifat komersial lainnya seperti para
pengusaha, wirausahawan, dll, tentu cukup mengerti bahwa Arbitrase
merupakan salah satu sarana bagi penyelesaian konflik mereka.
Pemahaman masyarakat terhadap Arbitrase bukan menjadi jaminan
bahwa Arbitrase akan menjadi salah satu solusi bagi sengketa bisnis
yang paling populer. Sering kali terjadi ”Miss Perception” terhadap
Arbitrase khususnya terhadap BANI.

Masyarakat menilai bahwa BANI hanya memeriksa dan
memutus sengketa-sengketa dengan nilai nominal yang besar atau
dengan kata lain BAN] hanya mau menerima sengketa besar saja, dan

menutup pintu bagi sengketa kecil sengketa dengan nilai nominal




yang besar. Sedikit banyak hal inidipengaruhi oleh persepsi
masyarakat vang keliru terhadap BANI. Sebenarnya BANI tidak
hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa besar saja, akan
tetapi BANI tetap membuka pintu lebar-lebar bagi sengketa dengan
nilai nominal kecil sekalipun. Dalam hal ini BANI akan
memperlakukan sama tanpa diskriminasi (“Non- Discrimination™)
bagi setiap sengketa yang masuk. Hal ini semata-mata untuk menjaga
prinsip independensi dari BANI yang tidak dapat dicampuri oleh para
pihak dalam memeriksa dan memberikan Putusan terhadap sengketa
yang masuk. Dengan kata lain para arbiter yang bertugas akan
“menutup mata” terhadap para pihak yang sedang bersengketa.
. Kurangnya kesadaran & kepercayaan masyarakat terhadap BANI
Faktor lain yang menyebabkan Arbitrase tidak begitu
berkembang antara lain disebabkan oleh kurangnya Kkepercayaan
masyarakat terhadap BANI. Beberapa dari mereka menganggap
Arbitrase tak ubahnya dengan badan pengadilan pemerintah.
Sebagian mereka tidak percayva dengan asas dan kelebihan yang
dimiliki oleh lembaga Arbitrase BANI. Bahkan, masyarakat
menganggap penyelesaian lewat jalur litigasi/pengadilan terkadang
lebih menguntungkan. Pendapat ini bisa jadi benar apabila
yang melontarkan adalah pihak yang memiliki peluang kecil untuk

memenangkan gugatan, sehingga proses di pengadilan yang lama bias
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dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Menurut
Jafar Sidik, salah secorang arbiter BANI, kekurangpercayaan
masyarakat tersebut lebih disecbabkan karena faktor teknis.
Masyarakat kurang percaya dengan asas pemeriksaan yang cepat dan
sederhana yang dimiliki oleh BANI. Undang-undang memang
mengatur batas maksimal pemeriksaan adalah 180 hLari atau 6 bulan,
namun kenyataannya waktu tersebut bisa molor. Hal ini
menjadi salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
BANIL

. Putusan Arbitrase tidak otomatis mempunyai kekuatan eksekutorial

Pada prinsipnya pelaksanaan Putusan Arbitrase bersifat
sukarela dan mengikat para pihak, namun jika ternyata ada salah satu
pihak yang tidak mau melaksanakan secara sukarela maka atas
permohonan para pihak (pihak yang menang) maka Putusan tersebut
akan didaftarkan di Pengadilan Negeri untuk memperoleh exequatur
(kekuatan eksekutorial).

Salah satu yang menjadi kelemahan dari penyelesaian konflik
lewat prosedur Arbitrase adalah produk Putusan yang dihasilkan
tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara otomatis. Artinya,
Putusan tersebut harus didaftarkan dulu ke PN (Pengadilan Negeri)
tempat dikeluarkannya Putusan baru bisa dipaksakan. Menanggapi

soal pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan Jafar Sidik
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mengungkapkan : "Sekarang Putusan Arbitrase khusunya terhadap
sengketa yang terjad akan otomatis didaftarkan ke Pengadilan Negeri,
berbeda dengan dahulu vang harus ada permohonan dari pihak yang
menang. Putusan Arbitrase yang ingin dipaksakan terhadap pihak
yang kalah, dalam hal ini tetap harus ada permohonan dari pihak yang
menang kepada pengadilan sehingga Putusan tersebut akan
dilaksanakan secara paksa seperti halnya di Pengadilan Negeri™.
Secara yuridis pendaftaran Putusan Arbitrase (nasional) ke
Pengadilan Negeri telah diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai
dengan pasal 64 Undang-undang No. 30 tahun 1999. Selain
pengaturan yang terdapat dalam UU tersebut, dalam Rules and
Procedurs (Peraturan Prosedur BANI) juga mengatur pendaftaran
Putusan Arbitrase yaitu dalam pasal 33 yang menyebutkan bahwa:
“"Kerahasiaan proses Arbitrase tidak berarti mencegah
pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya
ke Pengadilan Negeri dimanapun dimana pihak yang menang
dapat meminta pelaksanaan  dan/atau eksekusi Putusan
tersebut”.Secara teoritik. Putusan Arbitrase bersifat “Final and
Binding”, sehingga menjadi sangat ironis ketika Putusan Arbitrase
harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi sisi lemah
dari Arbitrase yang berakibat pada kurang berkembangnya Arbitrase

di Indonesia, sehingga perlu ada wacana ke depan bahwa produk
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Putusan yang dihasilkan oleh lembaga Arbitrase mempunyai
kekuatan yang sama dengan Putusan dari Pengadilan Negeri tanpa
harus ada pendaftaran ke PN.
5. Biaya yang relatif mahal

Salah satu keunggulan yang ditawarkan bila menyelesaikan
sengketanya lewat arbitrase adalah biaya yang relatif murah. Menurut
Jafar, salah satu sumber pendanaan BANI Bandung berasal dari biaya
Arbitrase. Rincian biaya arbitrase ditentukan oleh arbiter/majelis
arbiter, namun tetap berpedoman kepada ketentuan besarnya biaya
yang telah ditetapkan oleh BANIJ pusat. Secara garis besar biaya
pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya arbiter, biaya lainnya dapat
dilihat oleh para pengusaha atau calon pemakai jasa.””

Secara teoretis, lembaga arbitrase memang dapat memberikan
banyak keuntungan, namun dalam prakteknya di lapangan masih
banyak ditemukan kendala-kendala yang menimbulkan kesulitan bagi
para pihak yang menyebabkan lembaga ini kenyataannya kurang
begitu populer di Indonesia, tetapi telah merupakan salah satu pilihan
dalam menyelesaikan sengketa perdagangan di negara-negara maju.*”

Mr. P.A Stein juga menunjukan beberapa keberatan berikut ini

dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, antara lain :

*) BANI di situs www. bani-arb.org

*2) Syahmin AK., Penyelesaian Sengketa Internasional, Laporan dan Hasil Penelitian
Pusat Penelitian Universitas Tarumanegara , 2004, hal. 3



http://www.hani-arb.org
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Peradilan arbitrase tidak selalu lebih murah, bahkan biayanya bisa
lebih tinggi, karena pihak-pihak yang ikut menyelesaikan arbitrase
tersebut perlu diberi honor.

Biaya atau honor bagi para arbiter tergantung kepada kompleksitas
masalah vang dihadapi serta mutu dan tingkatan para arbiternya
Khususnya vang berhubungan dengan ketulusannya serta
perikeadilannya (geode trouw enbillijheid) yang relatif akan

menambah biaya yang diperlukan.

. Sekalipun dalam arbitrase itu tidak disyaratkan adanya suatu

perwakilan dalam proses, mamun kenyataannya dalam banyak
perkara yang saling kait-mengait, para pihak-pihak yang

bersangkutan pada umumnya menggunakan pengacara.

. Kemandirian dan tidak memihaknya seorang hakim pemerintah telah

dijamin oleh undang-undang yang dalam hal arbitrase lebih bersifat
subjektif. Oleh karena itu, dalam arbitrase bahaya terhadap tidak
memihaknya ini lebih besar. Kepastian adanya syarat bahwa para
arbiter itu akan bertindak sebagai orang-orang baik berdasarkan
keadilan (als goedemannen aar billijheid) belum ada.”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) dalam menyelesaikan permasalahan khusus

2) Moch Basarah, Op.Cir. him. 46.
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dibidang bisnis dapat dikatakan berperan dengan baik, karena
lembaga Arbitrase ini merupakan salah satu pilihan para pihak yang
bersengketa dan dapat dipercayai untuk menyelesaikan sengketa
dengan sifat kerahasiaan serta prosesnya cepat dan mudah. Tentunya
dalam memberikan keputusannya seorang arbiter diharapkan untuk
bersikap adil dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya. Namun  dalam  menjalankan  tugas  dan
wewenangnya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan baik,
apalagi keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di
Indinesia harus mengalami kendala atau hambatan-hambatan antara
lain pada putusan arbitrase yang tidak otomatis mempunyai kekuatan

cksekutorial.



BAB 1V

PENUTUP

Berdasarkan dalam Bab-bab sebelumnya, terutama yang berkaitan

dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai

berikut :

A. Kesimpulan

:

Di Indonesia Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa bisnis diluar
pengadilan yang semakin diminati pelaku bisnis dalam mencari
solusi, sejak di undangkannya Undang-undang No 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya BANI memperhatikan
ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para
pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI. Dalam
melaksanakan tugasnya BANI sebagai salah satu alternatif
penyelesaian sengketa yaitu sebagai pihak ketiga (pihak netral) yang
ditunjuk para pihak sebagai juru pemisah atau “Organizing Body”
sebagai fasilitator. Kewenangan BANI dalam menyelesaikan

sengketa yaitu sebagai forum penyelesaian sengketa yang

58
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menyediakan jasa-jasa, seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi, dan
pemberian pendapat yang mengikat sesuai peraturan dan prosedur
BANI, dan prosedur yang disepakati oleh para pihak (pemohon dan
termohon) yang berkepentingan. Seperti apa prosedur yang
dimaksudkan, antara lain yaitu, para pihak yang melakukan suatu
perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis membuat kesepakatan
penyelesaian sengketa bisnis ke BANI. Peran BANI bagi
Pengadilan Negeri ialah mengurangi tumpukan perkara di
pengadilan dan wewenangnya diberlakukan peraturan prosedur yang
berlaku, sehingga selain putusan yang bersifat (fina/) dan mengikat
(binding), serta rahasia (confidential) dalam proses persidangan
dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan, arbitrase ini dapat
memberikan putusan yang adil dan bijaksana bagi para pihak yang
bersengketa.

. Hambatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam
menyelesaikan sengketa bisnis di Indonesia, yaitu masih minimnya
ahli hukum yang berpengalaman dalam arbitrase, adanya
keterbatasan bahasa, adanya perbedaan peraturan arbitrase di setiap
negara, belum dikenalnya masalah arbitrase secara luas oleh
masyarakat. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang timbul
dalam pelaksanaan arbitrase sebaiknya para pihak tersebut terlebih

dahulu mempelajari dan mempertimbangkan segala untung ruginya
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dan memperluas pengetahuan tentang arbitrase sehingga hambatan-
hambatan yang ditimbulkan dapat diatasi dan tidaklah sedikit,
banyak persoalan-persoalan yang cukup menjadi hambatan BANI
dalam menjalankan kewenangannya, semua itu tentunya
mempunyai alasan-alasan. Adapun alasannya adalah sebagai
berikut:

a. Kurangnya pengetahuan umum, informasi masyarakat tentang
arbitrase serta perhatian terhadap konsep dan keuntungannya.

b. Kekhawatiran bahwa putusan arbitrase di Indonesia tidak dapat
dieksekusi melalui pengadilan

c. Keberadaan ketentuan mengenai arbitrase tidak memberikan
jaminan berlakunya perjanjian arbitrase dan akibat putusan
arbitrase.

d. Panel arbitrase BANI hanya terdiri atas orang Indonesia sehingga
terdapat kemungkinan mendapat tekanan secara politik atas
ekonomi.

Selain itu, ada beberapa hambatan yang dialami oleh BANI
sehingga perannya tidak dapat terlaksana secara optimal. Adapun
hambatannya dapat dibagi menjadi dua faktor:

a. Faktor Intern
1) Kurangnya Sosialisasi, yaitu faktor yang disebabkan kurang

intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

perihal fungsi dan kedudukannya.
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Putusan Arbitrase tidak otomatis mempunyai kekuatan
eksekutorial, yaitu dalam pelaksanaan Putusan
Arbitrase jika ternyata ada salah satu pihak yang tidak mau
melaksanakan secara sukarela maka atas permohonan para
pihak (pihak yang menang) maka Putusan tersebut akan
didaftarkan - di Pengadilan Negeri untuk memperoleh
exequatur (kekuatan eksekutorial). Sehingga hal itu yang
menjadi  kelemahan  dari  penyelesaian  konflik
lewat prosedur arbitrase, artinya, Putusan tersebut harus

didaftarkan dulu ke PN (Pengadilan Negeri)

b. Faktor Ekstern,

D

2)

Persepsi Masyarakat terhadap Arbitrase, yaitu masyarakat
yang kurang mengerti biasanya adalah masyarakat awam
yang tidak berkecimpung dalam dunia bisnis. Pemahaman
masyarakat terhadap Arbitrase bukan menjadi jaminan
bahwa Arbitrase akan menjadi salah satu solusi bagi
sengketa bisnis yang paling populer. Sering kali terjadi
“Miss Perception” terhadap Arbitrase khususnya terhadap
BANI.

Kurangnya Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat
terhadap BANI, yaitu Sebagian orang tidak percaya dengan

asas dan kelebihan yang dimiliki oleh lembaga Arbitrase
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BANI. Bahkan, masyarakat menganggap penyelesaian lewat
jalur litigasi/pengadilan terkadang lebih menguntungkan.
Pendapat ini bisa jadi benar apabila yang melontarkan adalah
pihak yang memiliki peluang kecil untuk memenangkan
gugatan, sehingga proses di pengadilan yang lama bisa

dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan-kecurangan.

B. Saran-Saran

1. Guna tercapai putusan yang adil dan bijaksana BANI membutuhkan
Arbiter-arbiter yang handal dan propesianal dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya, karena kegiatan bisnis semakin
berkembang dan dimungkinkan akan banyak persoalan yang
muncul di dalammya.

2. Diharapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) agar lebih
mensosialisasikan kepada Masyarakat pembisnis ditingkat
menengah kebawah, sehingga dapat menjadi pilihan dalam
menyelesaikan sengketa.

3. Dengan harapan kiranya masyarakat dapat berpikir positif dan
mempercayai lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khususnya
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya..
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PRESIDEN
REPUBLIK INDOMESIA

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG

ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian
sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka
kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa
melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum
pada umumnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, periu
membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

—_—

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA.

BAB |
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa.

Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau

suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
tinggal termohon.

5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui
arbitrase.

6. Termmohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui
arbitrase.

w1

7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau
yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan
putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk
memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat
memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam
hal belum timbul sengketa.

9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga
arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau
putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan
hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam
suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas
menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul
dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif
penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat
dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

(1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan
melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang
menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur
dalam perjanjian mereka.




(2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

(3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk
pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana
komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

(1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan
dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

(2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB I
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

(1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan
penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

(2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui altematif penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu
kesepakatan tertulis.

(3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat
diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang
mediator.

(4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan
seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai
kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak
dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa
untuk menunjuk seorang mediator.

(5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian
sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

(6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud
dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh )
hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak
yang terkait.

(7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan
Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.




(8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6)
tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan
usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB llI
SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER,
DAN HAK INGKAR

Bagian Pertama
Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka
untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

(1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram,
teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase
yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

(2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memuat dengan jelas :

nama dan alamat para pihak;

penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;

perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;

dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;

cara penyelesaian yang dikehendaki; dan

perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak
pemah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang
jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.
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Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa
terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang
ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
a. masalah yang dipersengketakan;

b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
¢. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
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tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
nama lengkap sekretaris;

jangka waktu penyelesaian sengketa;

pemyataan kesediaan dari arbiter; dan

pemyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya
yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi

hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :
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meninggalnya salah satu pihak;

bangkrutnya salah satu pihak;

novasi;

insolvensi salah satu pihak;

pewarisan;

berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;

bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan
persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau

berakhirmya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan
penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan

Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian
sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan
dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua
Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

a.

C.

d.
e.

cakap melakukan tindakan hukum;
berumur paling rendah 35 tahun;

tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan salah satu pihak bersengketa;

tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat
sebagai arbiter.




Pasal 13

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau
tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri
menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad—hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau
beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri
untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.

Pasal 14

(1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan
diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang
pengangkatan arbiter tunggal.

(2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku
ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai
arbiter tunggal.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul
pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter
tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat
arbiter tunggal.

(4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang
disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun
keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter
tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.

(2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis
arbitrase.

(3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh
termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak temyata tidak
menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh
pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah
pihak.

(4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan
Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.

(5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16



(1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau
pengangkatan tersebut.

(2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan
secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan
diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka
antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian
perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para
arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah
diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis
arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan
mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19
(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas
persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan
atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan
tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian
yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21



Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala
tindakan yang diambil selama proses persidanganrbeﬁangsung untuk menjalankan fungsinya
sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari
tindakan tersebut. '
Bagian Ketiga
Hak Ingkar

Pasal 11’2

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup
bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara
bebas dan akan bempihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya
hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan keﬂada arhiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang
bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan p?ngadilan. hanya dapat diingkari berdasarkan
alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan
arbiter yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadﬁlan. hanya dapat diingkari berdasarkan
alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

|
(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain,
harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
pengangkatan. ;

\
(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui

kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak
arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter
yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan searang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai
dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25




(1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain
dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan
dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua
pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.

(2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana
yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

(1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang
tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan
Undang-undang ini.

(2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela
yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.

(3) Dalam hal selama pemerksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu,
atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter

pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter
yang bersangkutan.

(4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan
yang telah diadakan harus diulang kembali.

(5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara
tertib antar arbiter.

BAB IV
ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama
Acara Arbitrase

Pasal 27
Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas
persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan
digunakan.

Pasal 29

(1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam
mengemukakan pendapat masing-masing.




(2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan
keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau
majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara
arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini.

(2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang
akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai
dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan
kepada arbiter atau maijelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam
Undang-undang ini.

(3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase
dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase
yang akan menentukan.

Pasal 32

(1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan
provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa
termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau
menjual barang yang mudah rusak.

(2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48.

Pasal 33
Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

(1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga
arbitrase nasional atau intemasional berdasarkan kesepakatan para pihak.



(2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh
para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai
dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36
(1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.

(2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu
oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

(1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh
para pihak.

(2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan
pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.

(3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan
menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

(4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang
dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan
dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam
pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus
menyampaikan surat tuntutannya kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :
a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;

b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang
jelas.

Pasal 39
Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase
menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa
termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling
lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40




(1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis
arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.

(2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak
atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

(1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat
mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi
kesempatan untuk menanggapi.

(2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh
arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon
tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut,
surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

(1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2),
termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil
secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa
alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan
diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika
tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis
arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter
atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan
memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.



(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian
masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya
dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau maijelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan
penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam
jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan
hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan
itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang
menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Saksi dan Saksi Ahli

Pasal 49

(1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil
seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.

(2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang
meminta.

(3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.
Pasal 50

(1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk
memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan
pokok sengketa.

(2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para
pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.



(4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan,
saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan
dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan
oleh sekretaris.

BABV
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga
arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan
perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA™;

nama lengkap dan alamat para pihak;

uraian singkat sengketa:

pendirian para pihak;

nama lengkap dan alamat arbiter;

pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan
sengketa,

pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis
arbitrase;

amar putusan;
tempat dan tanggal putusan; dan
tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
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(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit
atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55



Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari
sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau
berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian
sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57
Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.
Pasal 58
Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat
mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi

terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan
putusan.

BAB VI
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama
Arbitrase Nasional

Pasal 59
(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan,
lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau
kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
(2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan
pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera

Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut
merupakan akta pendaftaran.

(3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai
arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan
arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

(5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada
para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.



Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan
dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak
yang bersengketa.

Pasal 62

(1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

(2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan
perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan
Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

(3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan
Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase
yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksarakan sesuai
ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Arbitrase Internasional

Pasal 65

Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase
Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 66

Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum
Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu
negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral
maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase
Internasional;

b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada
putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum
perdagangan;




c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat
dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum;

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh
eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

€. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut
Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat
dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut
diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
disertai dengan :

a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbiirase Internasional, sesuai ketentuan perihal
otentifikasi dokumen asing, d=n naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;

b. lembar asli atau salinan oientk perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase
Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah
terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

c. keterangan da:i perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan
Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon
terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik
Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intemasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat
diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase
Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak
dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.




(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan
dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VI
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila
putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,
diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang
disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan sengketa.

Pasal 71
Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase
kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

(1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan
Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

(3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah
Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.

(5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIl
BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73
Tugas arbiter berakhir karena :

a. putusan mengenai sengketa telah diambil;



b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam peranjian arbitrase atau sesudah
diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

(1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada
arbiter berakhir.

(2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60
(enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

(1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian
seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.

(2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan
mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua
Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau
lebih arbiter pengganti.

(3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan
berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX
BIAYA ARBITRASE

Pasal 76
(1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
honorarium arbiter;
biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;

biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
biaya administrasi.
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Pasal 77
(1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.

(2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para
pihak secara seimbang.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78




Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau
lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus,
tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op
de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui
(Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara
Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227),
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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